
 

KETUA PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH 

 

 
 

 KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH 

 
NOMOR 13/KPN/SK/I/2024 

 

TENTANG 
 

PEMBENTUKAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU 

PADA PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH 
 

 

KETUA PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH, 
 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka metaksanakan Akreditasi 

Penjaminan Mutu sebagaimana Surat Keputusan 

Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum membentuk 

Tim Akreditasi Internal Nomor 

1639/DJU/SK/OT01.1/9/2015 untuk melakukan 

penilaian dan penjaminan mutu pada Pengadilan Negeri 

dan Pengadilan Tinggi seluruh Indonesia; 

b. bahwa Akreditasi Penjaminan Mutu mi adalah untuk 

mewujudkan performa/kinerja peradilan Indonesia yang  

unggul/prima (Indonesia Court Performance Exceflent - 

ICPE); 

c. bahwa untuk menjamin terlaksananya Akreditasi 

Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Sei Rampah 

perlu menyusun kembali Tim Akreditasi Penjaminan 

Mutu pada Pengadilan Negeri Sei Rampah; 

d. bahwa Tim yang dibentuk bertugas untuk 

mengoptimalkan kualitas pelayanan yang berkeadilan 

kepada masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum 

Pengadilan Negeri Sei Rampah sebagaimana yang 

tertuang dalam Visi dan Misi Pengadilan Negeri Sei 

Rampah yang ditetapkan dan Standar Pelayanan 

Peradilan sebagaimana tersebut dalam Keputusan Ketua 

Mahkamah Agung RI Nomor 026/KMA/SK/II/2012; 

e. bahwa … 
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e. bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran 

Keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk 

melaksanakan tugas sebagai Tim Akreditasi Penjaminan 

Mutu. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali 

diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 

2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1985 tentang  Mahkamah Agung; 

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan 

Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang 

Peradilan Umum; 

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang 

Keterbukaan Informasi Publik; 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik; 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara; 

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 

026/KMA/SK/II/2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang 

Standar Pelayanan Peradilan; 

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-

144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan 

Informasi Publik di Pengadilan. 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan :

    

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH 

TENTANG PEMBENTUKAN TIM AKREDITASI PENJAMINAN 

MUTU PADA PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH. 

 

KESATU : Mencabut Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah 

Nomor 05/KPN/SK/I/2023 tentang Pembentukan Tim 

Akreditasi Penjaminan Mutu pada Pengadilan Negeri Sei 

Rampah. 

 

KEDUA : Membentuk Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan 

Negeri Sei Rampah dengan susunan sebagaimana tersebut 

dalam lampiran Keputusan ini. 

KETIGA … 



KETIGA

KEEMPAT

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

i. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah;

2. Hakirn Pengadilan Negeri Sei Rampah;

3. Aparatur Sipil Negara Pengadilan Negeri Sei Rampah;

4. Arsip.

--J-

Melaksanakan Keputusan ini dengan penuh tanggung jawab

dan menjalankan tugas sekragaimana tersebut dalam

larnpiran Keputusan ini.

Keputusan ini mulai Lrerlaku sejak tanggal ditetapkan

dengan ketentuan trahwa apabila di kemudian hari terdapat

kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya"

Ditetapkan di Sei Rampah

Pada tangal 2 Januart 2024

ILAN NEGERI SEi RAMPAH,

SACRAL RITONGA
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LAMPIRAN I 
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah 
Nomor : 13/KPN/SK/I/2024 
Tanggal : 2 Januari 2024 

 
 

TIM AKREDITASI PENJAMINAN MUTU 

PADA PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH 

 

NO NAMA JABATAN DITUNJUK SEBAGAI 

(1) (2) (3) (4) 

I Muhammad Sacral 

Ritonga, S.H., M.H.  

Ketua Ketua Tim Akreditasi 

Penjaminan Mutu 
(Top Management) 

II Maria Christine Natalia 

Barus, S.IP., S.H., 
M.H. 

Wakil Ketua Management 

Representative (MR) & 
Internal Auditor (IA) 

Koordinator Area 

Pembangunan ZI 

III Muhammad Yusni 

Afrianto, S.H., M.H. 

Panitera Wakil Management 

Representative  

(WMR) I 

IV L. Irwan Situmorang, 

S.T. 

Sekretaris Wakil Management 

Representative  

(WMR) II 

V   Internal Auditor (IA): 

 1. Orsita Hanum, S.H. Hakim / 

Pengawas Bidang  

Kepaniteraan 
Pidana 

Koordinator Internal 

Auditor; Internal Auditor 

(IA) Ketua; dan Wakil 
Ketua 

 2. Sisilia Dian Jiwa 

Yustisia, S.H. 

Hakim / 

Pengawas Bidang 

Kepaniteraan 
Perdata 

Internal Auditor (IA) 

Hakim; Panitera; dan 

Sekretaris 

 3. Betari Karlina, S.H. Hakim / 
Pengawas Bidang 

Perencanaan, 

Teknologi 
Informasi & 

Pelaporan (PTIP) 

Internal Auditor (IA) 
Kepaniteraan Pidana; 

Kepaniteraan Perdata; 

Kepaniteraan Hukum 

 4. Ayu Melisa 
Manurung, S.H. 

Hakim / 
Pengawas Bidang 

Kepaniteraan 

Hukum 

Internal Auditor (IA) Sub 
Bagian Umum & 

Keuangan; dan Sub 

Bagian Kepegawaian 
Organisasi dan Tata 

Laksana 

 5. Iskandar 
Dzulqornain, S.H. 

Hakim / 
Pengawas Bidang 

Umum & 

Keuangan; dan 

Kepegawaian 

Organisasi dan 

Tata Laksana 

Internal Auditor (IA)  Sub 
Bagian Perencanaan, 

Teknologi Informasi & 

Pelaporan (PTIP); 
Panitera Pengganti; dan 

Jurusita 

VI. Tim … 
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VI Tim Survei Indeks Kepuasan Masyarakat
1. Mhd. Amri Satya

Raja Siregar, S.H.,
M.H.

2. Riswan Fadly
Harahap, S.H

3. Duma Sari Ramkre,
S.H., M.H.

4. Rahmad Diansyah
S., S.H.

Panitera Muda
Hukum

Panitera Muda
Perdata

Panitera Muda
Pidana

Jurusita

1. Ketua Tim

2. Anggota

3. Anggota

4. Anggota

VII Document Control (DC)

1. L. Irwan
Situmorang, S.T.

2. Esra
S.E.

Novryanta,

3. Clara h4orashita
Siialahi, S.Sos.

4. Brenda Lassa
Merina Saragih,
S.Psi.

Sekretaris

Kasubbag Umum
dan Keuangan

Kasubbag
Kepegaw'aian,

Organisasi dan
Tata Laksana

Kasubbag
Perencanaan,

Teknologi
Informasi, dan

Peiaporan

tr. Ketua Tim

2. Anggota

3. Anggota

4. Anggota

lo
2
rug

GADILAN NEGERI SEI RAMPAH,

SACRAL RITONGA
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LAMPiRAN iI
I(eputusan i{etua Pengadilan Negeri Sei Rampah
Nomtrr : 13/KPN/SK /l/)O)4
Tanggal ;2 Januari2024

STRUKTUR TIM AKREDI'TASI PENJAMINAN MUTU

PADA PENGADILAN NEGERI SEI FdAMPAH

GADILAN I{EGERI SEI RAMPAH,

SACRAL RITONGA

Muhammad Sacral Ritonga, S.H., M.H

S M.H.
Maria Christine lrlatalia Barus, S.IP.,

L. Irwan q,|1Muhammad Yusni Afrianto, S.H.,
fuI.H.

L. kvran Situmorang, S.T.
S.IP. S.H. M"H,

Maria Christine Natalia

Esra Novryanta, S.E
Orsita Hanum, S.H.

S.H. M.H.
Mhd. Amri Satya Raja

Clara Morashita Silalahi,
S.Sos.Sisilia Dian Jiwa Yustisia,

S.H. Risu.an Fadly Harahap,
S.H.Betari Karlina, S.H

Brenda Lassa Merina
S.Psi.

S.HMelisa
Duma Sari Rambe, S.LI.,

M.H.
ornain, S.H.lskandar

o
|9
2
rlr0

PENGADILAN NEGERI

Rahmad Diansyah S., S.H.
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LAMPIRAN III 
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah 
Nomor : 13/KPN/SK/I/2024 
Tanggal : 2 Januari 2024 

 
 

I. TUGAS TOP MANAGEMENT : 

1. Mengupayakan dan menjamin agar lingkungan kerjanya terkendali; 

2. Menetapkan kebijakan serta sasaran mutu di Pengadilan Negeri Sei 

Rampah; 

3. Memastikan kebijakan dan sasaran mutu dipahami dan diterapkan di 

seluruh bagian; 

4. Mengkomunikasikan kepada seluruh jajaran Pengadilan Negeri Sei 

Rampah mengenai pentingnya memenuhi standar pelayanan serta 

ketentuan maupun peraturan yang berlaku; 

5. Memastikan tersedianya sumber daya yang diperlukan; 

6. Memastikan bahwa persyaratan masyarakat ditetapkan dan dipenuhi 

dengan tujuan pencapaian kepuasan masyarakat; 

7. Membuat uraian tugas, tanggung jawab dan wewenang dengan 

dibantu oleh bagian kepegawaian; 

8. Mengupayakan agar komunikasi dengan bawahannya dipastikan 

berjalan lancar; 

9. Top Management Pengadilan Negeri Sei Rampah memfasilitasi 

dilakukan rapat tinjauan manajemen setiap 6 bulan sekali untuk 

memastikan kesesuaian, kecukupan dan keefektifan yang 

berkesinambungan penerapan sistem manajemen mutu Standar 

Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum - ICPE; 

10. Top Management mengadakan komunikasi internal dengan Panitera 

dan Sekretaris unit minimal 2 (dua) kali dalam sebulan. 

 

II. TUGAS MANAGEMENT REPRESENTATIVE (MR) : 

1. Mengembangkan sistem manajemen mutu sesuai persyaratan standar; 

2. Menjamin sistem dilaksanakan secara efektif pada semua fungsi; 

3. Menjamin sistem manajemen mutu dipertahankan; 

4. Menjamin sistem manajemen mutu diperbaiki secara 

berkesinambungan; 

5. Melaporkan hasil/kinerja sistem manajemen mutu kepada Top 

Management; 

6. Mengupayakan peningkatan kesadaran/pemahaman pegawai dalam 

sistem manajemen mutu sampai memenuhi standart yang diperlukan; 

7. Membina … 
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7. Membina hubungan baik dengan pihak eksternal untuk hal-hal yang 

berkaitan dengan sistem manajemen mutu; 

8. Menyelenggarakan program pendukung untuk membudayakan 

kesadaran mutu ke seluruh hakim/pegawai; 

9. Mengusulkan pelatihan-pelatihan yang diperlukan oleh 

hakim/pegawai; 

10. Memberikan penghargaan kepada hakim/pegawai yang berprestasi 

dalam kegiatan sistem manajemen mutu; 

11. Melakukan komunikasi mutu kepada seluruh hakim/pegawai; 

12. Mengkoordinasikan kegiatan internal audit dan survei kepuasan 

masyarakat. 

 

III. TUGAS WAKIL MANAGEMENT REPRESENTATIVE : 

Membantu tugas Management Representative. 

 

IV. TUGAS INTERNAL  AUDIT (IA)  : 

1. Melakukan audit internal untuk memastikan sistem manajemen mutu 

diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang 

telah direncanakan secara sistematis, objektif, terencana dan 

terdokumentasi serta mengedepankan integritas dan independensi; 

2. Membuat rencana audit dengan mempertimbangkan tingkat 

kepentingan dan kebutuhan urgensi unit yang akan diaudit; 

3. Melakukan audit sesuai dengan prosedur audit yang ditetapkan, yaitu 

6 bulan sekali; 

4. Mengevaluasi efektifitas hasil audit terdahulu; 

5. Melaporkan hasil audit internal kepada Koordinator Audit Internal. 

 

V. TUGAS TIM SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT : 

1. Mengidentifikasi dan memahami persyaratan yang diminta oleh setiap 

masyarakat; 

2. Bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan kepada seluruh staf 

unit mengenai persyaratan masyarakat; 

3. Melakukan survei indeks kepuasan masyarakat secara periodik; 

4. Membuat laporan hasil survei indeks kepuasan masyarakat dan 

melaporkannya kepada Top Management dan Management 

Representative. 

 

 

VI. TUGAS … 
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vr. TUGAS DOCUMENT CONTROL (DC) :

1. DC bertanggung jawab mengendalikan seluruh dokumen (internai dan

eksternal) muiai dari pengesahan, penggandaan, distribusi ke bagian

yang terkait dan penarikan serta penghapusan dokumen;

2. MR dibantu DC harus memastikan dokumen yang berlaku di

lingkungan kerja Tirn Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal

Badan Peradilan Umum adalah versi terbaru dan versi sebelumnya

ditarik dari peredarannya;

3. DC harus memastikan bahwa dokumen luar (eksternal) yang masuk

ke Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Direktorat Jenderal Badan

Peradilan Umum dikenali dan pendistribusiannya terkendali;

4. Penanggung jawab masing-masing Unit Proses bertanggung jawab dan

mempunyai kewenangan membantu melaksanakan implementasi

pengendalian dokumen di unitnya;

5. Penanggung jawab masing-masing Unit Proses membantu memastikan

hanya dokumen terbaru (revisi terkini) dan dokumen yang sesuai

dengan aktivitasnya, terdapat di bagiannya.

GADILAN NEGERi SEI RAMPAH,

SACRAL RITONGA


